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	Abstract. Motivasi CSR tidak selamanya dilandasi oleh prinsip etika perusahaan dalam menjalankan bisnis. Terkadang CSR perusahaan dilakukan untuk menutupi perilaku oportunis perusahaan yang cenderung bertindak untuk memenuhi kepentingan perusahaan sendiri. Pada sisi yang lain, sebagai perusahaan public dituntut untuk melakukan transparansi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan landasan berpikir diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah transparansi mempengaruhi hubungan CSR terhadap tax avoidance. Penelitian ini menggunakan 162 sample perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode amatan tahun 2015-2017. Dengan analisis regresi berganda melalui SPSS penelitian ini membuktikan bahwa CSR dan transparansi mempengaruhi tindakan tax avoidance. Penelitian ini membuktikan bahwa transparansi mampu memediasi hubungan antara CSR dan tax avoidance.
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INTRODUCTION
	Perusahaan tidak hanya bertanggungjawab memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham saja, melainkan wajib memberikan nilai tambah kepada lingkungan dimana perusahaan itu berada sebagai bentuk kontraprestasi atas ekternalitas yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan. Upaya untuk memperbaiki kualitas hidup lingkungan dimana perusahaan berada menjadi konsep munculnya Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menjelaskan adanya kewajiban perusahaan untuk  melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Munculnya kewajiban CSR bertujuan agar tercipta hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya. Untuk mewujudkan tanggung jawab sosial ini, perusahaan wajib menganggarkan dan memperhitungkan sebagai biaya perusahaan. 
	Persoalan biaya ini yang kemudian memunculkan dilema etis bagi perusahaan. Park (2017) menjelaskan bahwa CSR sering menjadi alat untuk meningkatkan citra positif perusahaan di hadapan investor, namun demikian agar aktivitas CSR tersebut menarik minat investor, perusahaan wajib menyeimbangkan upaya untuk memaksimalkan nilai ekonomis dan realisasi nilai-nilai sosial yang terkandung dalam prinsip-prinsip CSR. Konsekuensinya adalah perusahaan membutuhkan investasi CSR yang tidak sedikit untuk mencapai baik tujuan ekonomis maupun tujuan sosial (Park, 2017). Salah satu sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan CSR adalah tax avoidance. Davis, Guenther, Krull, dan Williams (2016) menjelaskan bahwa aktivitas CSR dan tax avoidance perusahaan dapat saling menggantikan. Huseynov dan Klamm (2012) juga berpandangan demikian bahwa kepatuhan membayar pajak adalah bagian dari CSR, namun demikian, penghindaran pajak dipandang perlu dilakukan dari sudut pandang ekonomi perusahaan dalam rangka efisiensi biaya dan meningkatkan profitabilitas dan kekayaan pemegang saham 
Tindakan tax avoidance akan mereduksi jumlah kas untuk membayar pajak, sehingga penghematan kas tersebut dapat digunakan untuk kepentingan CSR perusahaan. Logika rasional menyatakan bahwa perusahaan yang mengimplementasikan CSR seharusnya tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etika bisnis termasuk tax avoidance. Argumentasi Landry, Deslandes, dan Fortin (2013) mendukung pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa perilaku pajak tidak selalu selaras dengan tanggung jawab sosial perusahaan, artinya CSR perusahaan bukanlah menjadi kekuatan pendorong yang dapat mengendalikan perilaku pajak agresif perusahaan.  Tujuan perusahaan yang utama adalah memaksimalkan nilai pemegang saham, sehingga perusahaan memiliki insentif keuangan untuk mengadopsi strategi pajak yang memungkinkan mendapatkan laba dalam jumlah besar (Prayoga dan Almilia, 2013) 
	CSR adalah bagian dari strategi bisnis yang diimplementasikan tidak saja sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan tetapi juga sebagai alat promosi perusahaan untuk memenangkan persaingan dihadapan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Prayoga dan Almilia (2013) menekankan semakin ketatnya persaingan bisnis, mendorong setiap perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasinya dengan kulaitas harus dapat dipahami, dipercaya, relevan, dan transparan, karena informasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pengguna informasi tersebut khususnya pihak investor. Tranparansi dalam konsep teori agensi adalah upaya menjembatani konflik antara manajemen dengan prinsipal sehingga tidak terjadi asimetri informasi yang berujung pada tindakan opurtunis manajemen yang dapat merugikan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Transparansi perusahaan dalam arti luas berarti ketersediaan informasi khusus tentang perusahaan kepada orang-orang di luar perusahaan termasuk publik.  Hamudiana dan Achmad (2017) membuktikan bahwa kelompok stakeholder investor mempunyai tekanan yang kuat terhadap perusahaan sehingga perusahaan cenderung menghasilkan laporan keberlanjutan yang lebih transparan tidak hanya informasi finansial tetapi juga informasi non finansial. 
		Wang (2010) menjelaskan bahwa tranparansi memainkan peran sentral dalam efisien alokasi sumber daya perusahaan. Manajer opurtunis akan memanfaatkan kompleksitas ketentuan undang-undang perpajakan untuk menyembunyikan informasi-informasi penting perusahaan dalam rangka tindakan agresif tax avoidance. Perusahaan dengan transparansi informasi rendah justru berpeluang besar untuk melakukan tax avoidance agresif (Balakrishnan, Blouin, dan Guay, 2011). Transparansi menjadi bagian dari strategi perusahaa. Transparansi memampukan perusahaan berkomunikasi aktif dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, namun pada sisi yang lain,  transparansi menjadi dilema etis ketika perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kelangkaan informasi sebagai kesempatan untuk melakukan tindakan opurtunis. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini menitikberatkan pada peran transparansi perusahaan dalam mitigasi perilaku oportunis perusahaan dengan memanfaatkan CSR untuk melakukan tax avoidance agresif.

Development of Hypotheses
[bookmark: _Hlk3458690][bookmark: _Hlk3458746][bookmark: _Hlk2957829]Corporate Social Responsibility dan Transparansi 
CSR bagi perusahaan adalah alat promosi  untuk mendapatkan citra positif perusahaan karena mampu menciptakan sinergi dengan pemangku kepentingan yang berada dalam lingkungan perusahaan untuk menciptakan kehidupan berkelanjutan. Namun demikian, (Tao, 2016) menegaskan bahwa perusahaan perlu lebih banyak memberikan pengungkapan dan transparansi terhadap aktivitas CSR, karena laporan CSR yang transparan dan terperinci menghindari dugaan bahwa manajemen menyembunyikan perilaku oportunistik mereka untuk mendapatkan manfaat pribadi. 
	Dubbink, Graafland, dan Liedekerke (2008) menjelaskan bahwa melalui transparansi, perusahaan dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk karyawan, pemerintah, komunitas masyarakat. Selain itu, beberapa keuntungan transparansi perusahaan, mengenai program efisiensi, inovasi, dan keaktifan melakukan CSR sebagai bentuk tanggung jawab etis perusahaan terhadap lingkungan juga dapat dikomunikasikan melalui transparansi. Dubbink et al. juga  menjelaskan bahwa transparansi pada dasarnya merupakan tuntutan pasar itu sendiri sehingga wajar jika perusahaan melaporkan aktivitas transaksinya dengan lengkap. Meskipun demikian, tidak semua berpandangan bahwa transparansi itu relevan, Quaak, Aalbers, dan Goedee (2007) memiliki pandangan berbeda. Transparansi dalam pengungkapan CSR dianggap tidak relevan, karena masing-masing pemangku kepentingan telah memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan. Transparansi dalam aktivitas CSR melalui laporan berkelanjutan tidak berarti bahwa perusahaan telah transparan.  Berdasarkan latar belakang di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:
[bookmark: _Hlk3458774]H1. Corporate social responsibility berpengaruh terhadap transparansi

[bookmark: _Hlk3458908]Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance 
CSR merupakan konsep berpikir dengan perspektif sosial. Berarti, aktivitas CSR perusahaan merupakan tindakan sebagai rasa tanggung jawab sosial kepada seluruh pemangku kepentingan yang antara lain adalah karyawan, konsumen, pemegang saham, pemerintah, dan komunitas masyarakat. Termasuk bagian dari CSR adalah pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tao (2016) berpandangan bahwa membayar pajak tanpa motivasi tax avoidance adalah cara perusahaan untuk terlibat secara aktif dengan masyarakat. Hasil penelitian Tao (2016) selanjutnya menjelaskan bahwa perusahaan dengan tata kelola rendah namun memiliki nilai indeks CSR tinggi justru semakin patuh dalam membayar pajak.
	Gribnau dan Jallai (2017) tidak memungkiri bahwa masih terjadi ambiguitas dalam memahami tax avoidance. Tidak ada hukum jelas yang mengatur bahwa tax avoidance tidak diperkenankan, karena  kecenderungan yang terjadi adalah banya perusahaan multinasional justru agresif melakukan tax avoidance. Hanya saja Gribnau dan Jallai (2017) menekankan pentingnya factor etika moral yang harus dipertimbangkan, karena pajak mengandung prinsip solidaritas, kebersamaan, dan timbal balik.   
Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2015) membuktikan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR yang tinggi, dianggap lebih bertanggung jawab karena cenderung tidak melakukan tax avoidance. Tax avoidance dianggap sebagai kegiatan yang tidak bertanggungjawab secara sosial dan bertentangan dengan hukum. Pemilik modal dalam konteks penelitian tersebut mampu melakukan pengawasan efektif untuk mengurangi praktek penghindaran pajak. Para investor lebih mengharapkan agar perusahaan menghasilkan laba berdasarkan kondisi yang sebenarnya bukan karena manipulasi hukum (Evertsson, 2016). Berdasarkan latar belakang di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:
[bookmark: _Hlk3458940]H2. Corporate social responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance.

Transparansi terhadap Tax Avoidance	
[bookmark: _Hlk3459007]Praktik penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan cara meminimalkan laba kena pajak perusahaan.  Tetapi, tax avoidance menjadi sebuah dilema, karena kepercayaan investor kepada perusahaan menurun jika terdeteksi melakukan kecurangan melalui praktik tax avoidance. Oleh karena itu, adanya tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan agar perusahaan melakukan transparansi informasi yang berkualitas, sebagai alat pengambilan keputusan bisnis. 
Menurut Anggoro & Septiani (2015), transparansi dapat diartikan sebagai ketersediaan informasi bagi pihak luar. Tingkat transparansi yang tinggi pada perusahaan dapat menimbulkan penilaian yang tinggi dari pihak investor. Transparansi merupakan kunci untuk dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan perilaku penghindaran pajak (Wang dan Zhang, 2009). Transparansi menjadikan kegiatan bisnis menjadi lebih terbuka pada pemerintah, memperkecil kapabilitas dalam tindakan tax avoidance (Kurniawan & Syafruddin, 2017). Dalam pelaporan keuangan, transparansi menuntut pelaporan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai upaya mencegah kesalahan data keuangan. Berdasarkan latar belakang di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H3. Transparansi berpengaruh terhadap tax avoidance.


[bookmark: _Hlk3459154][bookmark: _Hlk3459194]Transparansi Sebagai Mediator Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance 
Persoalan transparansi menjadi sulit bagi perusahaan, karena membahas biaya yang dikeluarkan dan manfaat dan yang dapat diterima. Semakin tinggi informasi yang diungkapkan semakin besar biaya yang diperlukan. Dengan demikian, informasi menjadi indikator tindakan etis perusahaan berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Dharma dan Noviari (2017) mengungkapkan bahwa semakin luas pengungkapan informasi mengenai CSR perusahaan, semakin kecil tingkat agresivitas tax avoidance. Turilli dan Floridi (2009) memberikan kualifikasi agar pengungkapan informasi dapat berguna bagi pengambilan keputusan dan memenuhi prinsip etika, yaitu validitas, kebermanfaatan, aksesibilitas, dan dapat dipahami oleh penggunanya. Fung (2014) berfokus pada fungsi tranparansi sebagai bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan alat untuk memastikan bahwa manajemen tidak akan terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Selain itu volatilitas transaksi pasar saham menekan perusahaan untuk memberikan pengungkapan informasi yang lebih luas dan tepat waktu untuk mengurangi ketakutan dan kepanikan invsetor pada khususnya (Fung, 2014). 
Secara umum, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terus mendorong agar manjemen memberikan informasi berharga yang cukup dalam rangka pengambilan keputusan bisnis termasuk dalam rangka pengelolaan risiko dikemudian hari. Sebagai bagian dari strategi bisnis yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, CSR membutuhkan investasi dalam jumlah besar (Reinhardt dan Stavins, 2010). Konsekuensinya adalah perusahaan akan melakukan pengorbanan ekonomis dengan menerima laba yang lebih kecil dan risiko penurunan harga saham perusahaan bahkan kehilangan pangsa pasar. Sebagai antisipasi investasi CSR dalam jumlah besar, Davis dkk. (2016) membuktikan bahwa CSR dan tax avoidance dapat saling menggantikan. Penghindaran pajak akan mereduksi jumlah kas yang akan dikeluarkan perusahaan yang kemudian dapat digunakan membiayai aktivitas CSR perusahaan. Pada aspek yang lain perusahaan diperhadapkan pada tuntutan transparansi para pemangku kepentingan untuk keputusan bisnis. Tranparansi dalam situasi ini menjadi kunci penting untuk antisipasi CSR sebagai cara perusahaan untuk tidak melakukan tax avoidance. Berdasarkan latar belakang di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah :
[bookmark: _Hlk3459214]H4. Transparansi memediasi pengaruh corporate social responsibility terhadap tax avoidance.

Berdasarkan penjelasan diatas, kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut: 
Figure 1. Kerangka Berpikir
CSR (X)
TA (Y)
Trans (X)



research methodology 
Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility (CSR), transparansi dan tax avoidance. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Sumber data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017, yang didokumentasikan dalam website (www.idx.co.id) dan database Bloomberg. Untuk menganalisis pengaruh corporate social responsibility, transparansi dan tax avoidance, penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda. Pengolahan data menggunakan program SPSS (Statistic for Social Science). Uji Sobel dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan pengaruh mediasi. 

Operational Definition
Corporate Social Responsibility (CSR)
	Corporate social responsibility merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk bertanggung jawab atas keseimbangan serta integrasi antara kepentingan lingkungan dan sosial corporate social responsibility merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk bertanggung jawab atas keseimbangan serta integrasi antara kepentingan lingkungan dan sosial yang ada di lingkungan bisnisnya, dengan kepentingan ekonomi yang dipunyai oleh perusahaan (Brown dan Forster, 2013). Aktivitas corporate social responsibility adalah upaya menjembatani pertemuan kepentingan perusahaan dan para stakeholder yang berpartisipasi menciptakan peningkatan kinerja perusahaan. Diukur menggunakan CSR Score, yang diperoleh dari corporate social responsibility index yang memiliki 91 item. CSR Score dirumuskan sebagai berikut :

Transparansi
Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan perusahaan, dimana pada awalnya, transparansi  dapat diterapkan pada pengungkapan keuangan dan sebagai sarana dalam memeriksa tindakan para pemangku kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Transparansi menuntut pelaporan informasi keuangan untuk mencegah kesalahan pada keuangan data dan transaksi. Perusahaan yang bertanggung jawab harus berusaha mengungkapkan informasi yang dibutuhkan, menyembunyikan informasi yang akan menimbulkan kecurigaan bagi para pemangku kepentingan (Coombs & Holladay, 2013).
Ferrell & Gresham (1985) menyatakan bahwa transparansi harus berfungsi sebagai alat dasar untuk mengatasi ketidakpercayaan stakeholder. Dengan adanya transparansi, stakeholder akan mengetahui hasil kinerja yang telah dilakukan oleh pihak manajemen apakah sudah sesuai dengan harapan mereka. Menurut Coombs et al. (2013), transparansi sebagai suatu proses yang membutuhkan pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Transparansi harus berfungsi sebagai alat dasar untuk mengatasi ketidakpercayaan stakeholder dan meningkatkan praktik manajemen yang bertanggung jawab (Ferrell & Gresham, 1985). Transparansi diukur menggunakan transparansi score yang memiliki 68 indikator penilaian. Transparansi  score dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:
n = jumlah butir pengungkapan yang dipenuhi
k = jumlah semua butir yang mungkin dipenuhi

Tax Avoidance
[bookmark: _Hlk3232767]	Tax avoidance dapat  didefinisikan sebagai kegiatan pengurangan pajak yang memiliki indikasi illegal. Hal ini termasuk dalam kegitatan pajak yang secara langsung melanggar hukum, yang dengan sengaja tidak menyatakan aset kena pajak. Menurut Sikka (2010), permasalahan berawal dari kurangnya pengungkapan informasi tentang masalah pajak dalam pelaporan keuangan. Topik tax avoidance menjadi hal yang sensitif dan dapat menyebabkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat lainnya. Disamping itu terdapat alasan lainnya, yaitu keahlian dan ketersediaan opsi manajemen pajak yang hanya tersedia bagi individu berpenghasilan tinggi dan perusahaan multinasional (Russell & Brock, 2016). Sehingga adanya sanksi negatif dan penilaian yang signifikan terhadap perusahaan disebabkan oleh adanya praktik tax avoidance. Hal ini disebabkan oleh perilaku oportunistik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan merugikan bagi masyarakat lainnya. Melalui survei yang telah dilakukan, menyatakan bahwa eksekutif pajak sensitif terhadap sanksi negatif yang dikenakan ketika memutuskan strategi tax avoidance yang harus diterapkan (Graham, Hanlon, Shevlin, & Shroff, 2014). 
	Pendapatan pajak merupakan salah satu bagian yang penting dari fungsi pemerintah dan masyarakat, dan maka dari itu, (Bird & Davis-Nozemack, 2018) menganggap bahwa tax avoidance sebagai suatu masalah keberlanjutan. Konsekuensi tax avoidance dapat mempengaruhi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat sehingga menuntut perubahan nilai menuju pada tanggung jawab jangka panjang. Ketergantungan negara pada pendapatan pajak menjadi penting bagi negara-negara berkembang dengan institusi yang kurang kuat dan sumber pendanaan yang sedikit (Jenkins & Newell, 2013). Kegiatan tax avoidance secara tradisional dipandang sebagai perangkat penghemat pajak yang mengalihkan sumber daya dari negara kepada pemegang saham dan dengan demikian harus meningkatkan nilai perusahaan setelah pajak. Tax avoidance diukur menggunakan effective tax rate dengan membandingkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan laba sebelum pajak perusahaan. Effective tax rate dirumuskan sebagai berikut:	

	




RESULTS AND DISCUSSION
Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan tahunan yang tersedia di BEI, sector yang dipilih adalah sector manufaktur, jasa, dan dagang. Total seluruh jumlah data adalah 456 perusahaan manufaktur. Berdasarkan kriteria seleksi populasi, sample penelitian adalah  perusahaan seperti tampak pada Tabel 1. 
Tabel 1. Sample Selection Proocess
	Purposive Sampling
	Total Sample 

	Data Manufacture company go public listed in BEI between 2015-2017
	468 

	 
	 

	Companies that do not meet the criteria :
	 

	Manufacture company go public that did not have full information of CSR
	102 

	Manufacture company go public that did not have full information of transparency  
	96

	Manufacture company go public that did not have full information of tax avoidance
	 108

	
	

	Description of  criteria :
	 

	Have 3 years annual report 
	 

	Have full information of CSR 
	 

	Have full information of transparency
	 

	Have full information of tax avoidance
	 

	
	 

	Total sample that meet the criteria
	162 

	
	



Table 2. Descriptive Statistics
	 
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	CETR
	162
	0,0000
	54,7574
	1,034503
	4,9259936

	CSR
	162
	0,0375
	0,4500
	0,191049
	0,0759831

	TRANSP
	162
	0,0689
	0,8971
	0,657288
	0,1312343

	Valid N (listwise)
	162
	 
	 
	 
	 


       Source: Processed secondary data, 2019
Dalam Tabel 2 nilai mean harus lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi, jika nilai mean lebih besar dari standart deviasi maka data tersebut fluktuatif yang artinya data dinyatakan stabil. Sedangkan,jika niai mean tidak lebih besar dibandingkan standart deviasi, maka variabel tersebut tidak stabil fluktuatifnya. Dari data yang ada di Tabel 2, variabel CSR dan transparansi memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standart deviasi sehingga dapat disimpulkan kedua variabel ini memiliki variansi data dengan fluktuatif stabil. Namun, untuk variabel tax avoidance bisa dilihat bahwa nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standart deviasi sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini memiliki variansi data dengan fluktuatif tinggi.

Result of Classical Assumption Test
Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik tersaji pada tabel 3.
	Table 3. Result of Classical Assumption Test, Structure I and Structure II

	

	
	Classical Assumption Test

	Variable
	Normality
	Multicollinearity

	
	Test
	Test

	

	
	Sig. 2 tailed
	Tolerance
	VIF

	
	
	I
	II
	
	I
	II
	
	I
	II
	
	
	

	CSR (X)
	
	0.3266
	0.1999
	
	1.000
	0.9499
	
	1.00
0
	1.0544
	
	
	

	TA (Y)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TR (Z)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Source: Processed secondary data, 2019

	
	
	
	
	
	
	
	



Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov. Hasil Uji Normalitas pada Tabel 3 struktur I dan II menunjukkan  bahwa nilai  sig. 2 tailed senilai 0,326 dan 0,199 yang artinya data variable yang diuji berdistribusi normal karena nilai  sig. 2 tailed lebih besar dari 0,05.  
Hasil Uji Multikolinearitas pada tabel 3 menunjukan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar varaibel karena nilai VIF untuk struktur I adalah 1,00 sedangkan Struktur II senilai 1,054. Sementara itu, nilai tolerance untuk Struktur I senilai 1,00 sedangkan Struktur II senilai 0,949. Dinyatakan tidak terjadi korelasi karena nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 10% atau 0,1 sehingga model regresi struktur I dan II bebas dari multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut Heterokedastisitas. Hasil uji  heteroskedastisitas  pada Tabel 3, diketahui nilai  sig. pada struktur I dan II nilainya lebih dari 0,05. Sehingga, model penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.



	[bookmark: _Hlk4589302]Classical Assumption Test

	Variable
	Heteroscedasticity Test
	Autocorrelation Test

	
	
	

	
	Sig.
	DW

	
	
	I
	II
	
	
	I
	II
	

	CSR (X)
	
	
0.331
	0.795

0.064
	
	
	1.581
	1.402
	

	TA (Y)
	
	
	
	
	
	
	
	

	TR (Z)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Table 4. Result of Classical Assumption Test, Structure I and Structure II
Source: Processed secondary data, 2019

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Durbin Watson Test (DW test). Jika nilai DW test adalah -2 maka diindikasikan adanya autokorelasi negatif, sedangkan jika nilai DW test antara -2 sampai 2 berarti dapat diartikan tidak ada autokorelasi dan apabila nilai DW di atas 2 berarti dapat diartikan ada autokorelasi positif. Hasil Uji Autokorelasi pada Tabel 3 menunjukan nilai DW struktur  I dan II sebesar 1,581 dan 1,402 yang  berada dalam kategori antara -2 sampai 2. Sehingga, dapat disimpulkan model ini bebas dari gejala autokorelasi. 
	Uji Analisis Jalur (path analysis) bertujuan untuk menganalisis hipotesis pengaruh langsung dan tidak langsung corporate social responsibility  terhadap tax avoidance dengan transparansi sebagai variabel mediasi.
Structure I	: 		...............................(1)
Structure II	:  	...............................(2)
Table 5. Result of Path Analysis, Structure I and Structure II
	Structure
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	I
	CSR→ Trans
	-.259
	.088
	-.226
	-2.940
	.004

	II
	CSR → TA
	-.493
	.174
	-.217
	-2.826
	.005

	II
	Trans → TA
	-.599
	.153
	-.302
	-3.928
	.000

	Source: Processed secondary data, 2019
	 
	 
	 




Berdasarkan hasil analisis jalur pada Tabel 5, diketahui nilai  koefisien pengaruh langsung (PL), pengaruh tidak langsung (PTL) dan pengaruh  totalnya (PT). Pengaruh langsung variabel CSR terhadap TA sebesar  -0,217; pengaruh tidak langsung variabel CSR terhadap TA melalui transparansi sebesar -0,226 x -0,302 = 0,068252; sehingga jumlah pengaruh total  yang dihasilkan adalah sebesar   -0,217 + 0,068252 = -0,148748. Penghitugan koefisien determinasi total untuk memeriksa validitas suatu model, dengan hasil sebagai berikut:

						
						
					         
					         
Dari variasi dibawah ini variasi data yang dipengaruhi oleh model sebesar 15,46% sehingga artinya informasi yang terkandung dalam data sebesar 15,46% dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 84,54 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
Result of Hypothesis Testing
	Uji kelayakan model (Uji F) digunakan untuk menguji apakah model penelitian ini layak digunakan. Dikatakan layak, jika nilai sig. uji F harus sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 (0,000 ≤ 0,005). Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa variabel CSR, transparansi dan tax avoidance memiliki nilai sig. uji F kurang dari 0,05 sehingga model penelitian ini layak untuk digunakan. 
	Hasil uji hipotesis pertama penelitian ini membuktikan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap transparansi dengan nilai koefisien sebesar -0,226 dengan tingkat signifikansi 0,00 < dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas corporate social responsibility suatu perusahaan, maka perusahaan akan semakin tidak transparan dalam melaporkan aktivitas bisnisnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi corporate social responsibility suatu perusahaan maka perusahaan akan semakin tidak transparan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Quaak, Aalbers, and Goedee (2007) bahwa transparansi dalam aktivitas CSR melalui laporan berkelanjutan tidak berarti bahwa perusahaan telah transparan. Transparansi dalam pengungkapan CSR juga dianggap tidak relevan, karena setiap pemangku kepentingan memiliki cara tersendiri untuk menganalisa tingkat transparansi dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR tinggi bukan berarti bahwa perusahaan tersebut telah transparan.
	Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh  terhadap tax avoidance dengan nilai koefisien sebesar -0,217 dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance. Tax avoidance dianggap sebagai kegiatan yang tidak bertanggungjawab secara sosial dan bertentangan dengan hukum. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kim, Park, dan Wier (2012) dan Dharma dan Noviari (2017) yang menegaskan tidak ada hubungan antara aktivitas CSR perusahaan dengan tax avoidance, artinya CSR yang dilakukan perusahaan murni sebagai cara etis untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada para stakeholders. (Zicari dan Renouard, 2018) menegaskan tidak adanya hubungan antara perusahaan membayar pajak lebih sedikit dengan aktivitas CSR perusahaan, karena aktivitas CSR perusahaan CSR adalah wujud tanggung jawab sosial yang langsung dirasakan oleh  masyarakat, sedangkan pembayaran pajak berkaitan dengan kewajiban kepada pemerintah. 
	Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berhubungan negatif terhadap tax avoidance dengan nilai koefisien sebesar -0,302 dengan tingkat signifikansi 0,00 < dari 0,05.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa apabila perusahaan melakukan transparansi maka akan dapat mengurangi tax avoidance. Anggoro & Septiani (2015) memiliki pengertian bahwa transparansi dapat diartikan sebagai ketersediaan informasi bagi pihak luar, sehingga tingkat transparansi yang tinggi pada perusahaan dapat menimbulkan penilaian yang tinggi dari pihak investor. Investor bisa saja beranggapan bahwa perusahaan dengan transparansi tinggi cenderung sehat dengan tidak melakukan tax avoidance. Pertukaran informasi merupakan bagian dari transparansi perusahaan (Simone, Lester, dan Markle, 2017). Penelitian Simone dkk. (2017) menjelaskan adanya kecenderungan perusahaan-perusahaan offshore memindahkan asset ke negara lain yang memberikan kerahasiaan yang memungkinkan investor untuk menghindari kewajiban pajak. Semakin tidak transparan perusahaan, ada kecenderungan tindakan ketidakpatuhan melalui praktik tax avoidance.
	Hasil uji hipotesis keempat untuk variabel mediasi menunjukkan bahwa variabel transparansi mampu memediasi hubungan corporate social responsibility dan tax avoidance dengan nilai koefisien sebesar -0,302 dan -0,217. Penelitian ini tentu sejalan dengan Dharma dan Noviari (2017) bahwa semakin luas pengungkapan informasi mengenai CSR perusahaan, semakin kecil tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi angka kegiatan CSR suatu perusahaan akan memungkinkan tingkat transparansi yang tinggi sehingga akan meminimalisir kegiatan tax avoidance. Penggabungan transparansi sebagai variabel mediasi antara CSR dengan tax avoidance tampaknya menjadi hubungan yang baik. Dengan adanya transparansi khususnya transparansi pada kegiatan CSR akan menurunkan indikasi perusahaan melakukan tax avoidance.
 
Result of Sobel Test
Uji Sobel dilakukan untuk memastikan apakah transparansi mampu memediasi hubungan corporate social responsibility dan tax avoidance. Berdasarkan Tabel 4  menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi yang signifikan sehingga untuk mencari nilai signifikan tersebut maka dilakukan uji Sobel sebagai berikut : 

Hasil uji Sobel menjelaskan bahwa transparansi memediasi hubungan CSR dan tax avoidance. Memediasi artinya transparansi dianggap fokus utama dalam menurunkan tax avoidance, sehingga pihak perusahaan melakukan pengawasan dan transparansi secara ketat untuk menghindari tax avoidance. Transparansi dianggap penting sebagai cara perusahaan untuk berkomunikasi kepada pemegang saham guna menaikkan nilai saham perusahaan. Apabila kegiatan CSR meningkat maka keterbukaan informasi perusahaan akan menurun, hal itu disebabkan oleh CSR tidak cukup relevan dengan transparansi karena CSR hanya merupakan suatu kewajiban etis perusahaan. 
 
CONCLUSIONS
[bookmark: _Hlk3147944]Berdasarkan hasil pengujian di bagian pembahasan, hipotesis pertama diterima bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap transparansi karena peranan CSR yang meningkat akan menurunkan tingkat keterbukaan informasi perusahaan. Hipotesis kedua diterima bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance yang artinya fokus perusahaan pada tanggung jawab sosial perusahaan yang semakin meningkat akan menurunkan tax avoidance. Hipotesis ketiga diterima bahwa transparansi berpengaruh negatif pada tax avoidance. Semakin perusahaan melakukan keterbukaan informasi, maka tax avoidance yang dilakukan menurun. Transparansi dikaitkan dengan tata kelola perusahaan. Transparansi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah acuan karena transparansi menjadi kewajiban yang harus dilakukan perusahaan untuk dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Hipotesis keeempat dilakukan melalui uji Sobel dapat disimpulkan bahwa transparansi mampu memediasi hubungan CSR dan tax avoidance yang artinya jika perusahaan fokus pada transparansi dan pengawasan tata kelola keuangan maka akan menurunkan tax avoidance. CSR yang diungkapkan dengan transparan ditujukan dalam rangka untuk menurunkan praktik tax avoidance. 
[bookmark: _Hlk3147989]Implikasi praktis penelitian ini melalui peran transparansi sebagai cara perusahaan berkomunikasi pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan untuk mengetahui bagaimana visi dan misi kehidupan berkelanjutan perusahaan dalam jangka panjang.  Selain itu pemerintah sebagai regulator wajib mengtur standar transparansi perusahaan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan terhindar dari pengambilan keputusan bisnis yang dapat merugikan. Penelitian berikutnya dapat menguji dengan sample perusahaan go public yang lebih banyak dan tidak terbatas pada perusahaan sektor manufaktur. 
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